BAB III
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

1.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek
Selama melaksanakan kerja praktek, Penulis ditempatkan di bagian Sekretariat khususnya yang menangani Bagian Keuangan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan lingkup kesekretariatan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan.
2. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program.
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaran tugas-tugas Bidang.
4. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan
Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian yaitu :
A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup umum dan kepegawaian.
Untuk melaksanakan Fungsinya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi :
a. Menyusun rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian
b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi Umum dan Kepegawaian
B. Sub bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan program. 
Untuk menjalankan tugas pokoknya Sub bagian Keuangan  dan Program mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi Keuangan dan Program
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi  kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan dinas.
c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi : kegiatan penyiapan bahan rencana kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas, serta koordinasi pengendalian program.
d. Evaluasi dan pelaporan administrasi Keuangan dan Program
	Di bagian ini pula penulis bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang manajemen keuangan, selain itu sangat berguna dalam penyelesaian laporan kerja praktek. Sebelum melaksanakan praktek kerja lapangan, penulis terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai tata tertib dan tugas-tugas yang akan dikerjakan.

1.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek
Selama pelaksanaan kerja praktek, penulis mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai ruang lingkup keuangan daerah dan selama kerja praktek berlangsung kegiatan yang dilakukan penulis adalah :
1. Pengenalan lingkungan kerja
2. Pengenalan jenis – jenis belanja daerah
3. Mempelajari jenis – jenis dokumen, sistem dan prosedur
4. Berpartisipasi dalam penyusunan laporan realisasi anggaran 
5. Mencatat rekapitulasi penerimaan anggaran tahun 2009 untuk bulan Maret sampai bulan Juni 2009
6. Mencatat rekapitulasi pengeluaran anggaran tahun 2009 untuk bulan Maret sampi bulan Juni 2009
7. Mencatat pencairan GUP (Ganti Uang Persediaan ) untuk tanggal 1 Juni 2009.



1.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek
Terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian dari UP, SPM-UP, dan SPM-GUP. 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penerbit SPM berkenan.
Surat Permintaan Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM-GUP) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.

1.3.1 Prosedur Pengganti Uang Persediaan pada BAPPEDA kota Bandung
BAPPEDA Kota Bandung sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang perencanaan dan pemangunan daerah Kota Bandung mempunyai sistem atau prosedur tersendiri untuk mendanai segala kegiatan operasional yang dilakukan. Salah satunya yaitu Prosedur Pengganti Uang Persediaan (GUP) prosedur ini menjelaskan mengenai tahap – tahap apa saja yang perlu dilakukan untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai.
Adapun tahap – tahap untuk prosedur pengganti uang persediaan adalah sebagai berikut :
a. Pengajuan SPP-GUP
b. Penerbitan SPM-GUP
c. Pembukuan Penerimaan SP2D GU

1.3.1.1 Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran  Penganti Uang Persediaan (SPP-GUP)
Pada saat uang persediaan telah terpakai bendaharan pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GUP) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU  tersebut dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang masih ada. 
Bendahara mempersiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-GUP, selain dari dokumen SPP-GUP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 
1. Kuitansi
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
3. Surat Setor Pajak (SSP)
4. Salinan Surat Pencairan Dana (SPD)
5. Draft Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran
6. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan
7. Bukti – bukti belanja yang lengkap dan sah
8. Lampiran lain yang diperlukan

1.3.1.2 Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM-GUP)
Setelah menerima SPP, pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Penerimaan dan Pengujian SPP
Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan membuat/ menandatangani tanda terima SPP berkenan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penerbit SPM.
2. Pejabat SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut:
a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP
b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
c. Memeriksa rencana kerja/ kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.
d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank).
2) Nilai tagihan yang harus dibayar (disesuaikan dan/aatau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).
3) Jadwal waktu pembayaran.
e. Memeriksa pencapain tujuan/ sasaran sesuai indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
3. Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-GUP dalam rangkap tiga yaitu 2 lembar untuk KPPN dan lenbar ketiga sebagai pertinggal pada satker yang bersangkutan.
4. SPM yang telah terbitkan SP2D-nya oleh KPPN dan telah dicairkan (telah dilakukan pendebetan rekening atas kas Negara) tidak dapat dibatalkan. 

1.3.1.3 Prosedur Pembukuan Penerimaan SP2D GUP
Pembukuan penerimaan SP2D GUP merupkan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D GUP ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika Bendahara Pengeluaran menerima SP2D GUP dari Bendahara Umum Daerah (BUD)/ Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D sebagai “Penerimaan SP2D” di :
1. BKU pada kolom penerimaan
2. Buku Pembantu Simpanan/ Bank pada kolom penerimaan
Bendahara pengeluaran dapat mencairkan GUP yang terdapat di bank ke kas tunai.  Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dicarikan sebagai “Pergeseran uang” di :
1. BKU pada kolom penerimaan
2. Buku Pembantu Simpanan/ Bank pada kolom pengeluaran
3. BKU pada kolom penerimaan
4. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan
Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu maka pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dilimpahkan sebagai “Pelimpahan UP” di:
1. BKU pada kolom pengeluaran
2. Buku Pembantu Simpanan/ Bank pada kolom pengeluaran
Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat membuat buku pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk memantau jumlah uang persediaan pada bendahara pembantu.







Berikut adalah bagan alur prosedur Penatausahaan Penerimaan GUP.
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1. Bendahara Pengeluaran menerima SP2D GUP

2. Bendahara Pengeluaran kemudian melakukan proses pengisian BKU pada kolom penerimaan
3. Kemudan Bendahara Pengeluaran melakukan proses pengisian Buku Pembantu Simpanan/ Bank pada kolom penerimaan
4. Hasil akhir proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu Simpanan/ Bank yang sudah ter update.
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Sumber : BAPPEDA Kota Bandung

Gambar 3.1
Prosedur Penerimaan GUP
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2. Bendahara Pengeluaran menyiapkan bukti pergeseran dana.

3. Berdasarkan bukti tersebut, bendahara pengeluaran mencatat di BKU pada kolom pengeluaran.

4. Bendahara Pengeluaran mencatat di BKU pada kolom penerimaan, jumlah yang dicatat sama dengan jumlah yang dicatat pada kolom pengeluaran.

5. Kemudian bendahara pengeluaran mencatat di buku pembantu kas tunai pada kolom penerimaan

6. Hasil dan proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu BKU yang ter update.

	 (
Buku Pembantu Kas Tunai
) (
Buku Pembantu Simpanan/Bank
) (
Slip Penarikan/Bukti lainnya yang sah
) (
BKU
) (
Melakukan Pengisian Buku Pembantu Kas Tunai
) (
Melakukan Pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank
) (
Melakukan Pengisian BKU pada kolom penerimaan
) (
Melakukan Pengisian BKU pada kolom pengeluaran
) (
Proses Pergeseran Dana
)


Sumber : BAPPEDA Kota Bandung

Gambar 3.2
Prosedur Pembukuan Pergeseran Dana Dari Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Ke Kas Tunai Bendahara Pengeluaran
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1. Bendahara pengeluaran melakukan transfer dana ke rekening bank bendahara pengeluaran pembantu.
2. Berdasarkan bukti transfer, bendahara pengeluaran mencatat du BKU pada kolom pengeluaran.
3. Bendahara pengeluaran mencatat di Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.
4. Bendahara pengeluaran pembantu mencatat penerimaan di BKU.
5. Bendahara pengeluaran pembantu mencatat penerimaan di Buku Pembantu Simpanan/Bank.
6. Hasil dari proses ini adalah BKU pembantu dan Buku Pembantu BKU yang ter update.
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Sumber : BAPPEDA Kota Bandung

Gambar 3.3
39

Prosedur Pembukuan Pelimpahan Dana GU ke Bendahara Pengeluaran Pembantu
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1.3.2 Dokumen yang Terkait dengan Prosedur Pengganti Uang Persediaan pada BAPPEDA Kota Bandung
Adapun dokumen – dokumen yang berkaitan dengan prosedur Penganti Uang Persediaan adalah sebagai berikut :
1. Kuitansi digunakan sebagai bukti pembayaran secara sah
2. Surat Pernyataan Tanggungjawaban Belanja (SPTB) adalah surat pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belaja sampai dengan jumlah tertentu. 
3. Surat Setor Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
4. Salinan Surat Pencairan Dana (SPD) adalah salinan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Kas Daerah berdasarkan SPM.
5. Draft Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran adalah surat yang berisi pernyataan bahwa Pengguna Anggaran bertangungjawab atas anggaran yang telah diberikan.
6. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan adalah laporan yang berisi tentang pertanggungjawaban uang persediaan dan digunkan setiap akan mangajukan GUP.
7. Bukti – bukti belanja yang lengkap dan sah, seperti struk dan nota lainnya.
8. Buku Kas Utama adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi umum dan diisi hanya pada saat penutupan akhir bulan untuk keperluan penyusunan lapora pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
9. Buku Pembantu Kas Tunai adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat tunai.
10. Buku Kas Pembantu Simpanan/Bank buku yang digunakan untuk mencatat transaksi melalui bank dan diisi hanya pada saat penutupan akhir bulan untuk keperluan penyusunan lapora pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.

